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] Pertama . Sekolah Dasar (SD) yang tertera pada lampiran Keputusan ini di berikan
izin operasionalnya;
EPUTUSAN KEPFALA DINAS PENDIDIKAN e o ; , .
5 KABUPATEN KUTAI TIMUR Kedua : Sckolah yang diberikan izin operasional sebagaimana dalam Iam!mrt:]r:
NOMOR: 421.3 / 1628 /Disdik.Dikdas/ V1/2020 keputusan ini, betanggung jawab atas pemenuhan Peraturan Pemerin
Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan L:m‘l:!aran
TENTANG Negara Republik Indonesia Nomor 4496); dan Peraturan Pemenntah
nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
PEMBERIAN IZIN BERDIRINYA SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA Ketiga :  Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, ﬂ:lfjjﬂd'
TAHUN 2020 tanggung jawab sepenuhnya sekolah yang tertera dalam keputusan ini;
Keempat +  Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan Keputusan ini  dan npahi!n
terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan scbagaimana
Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah provinsi, mestinya
Kabupaten'Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22
tahun 1999 tentang Pemenntah Daerah melipun antara lain Kewenangan
di bidang Pendidikan
b. Bahwa schagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) hurul b, Peraturan _ - :
Pemenntah nomor 25 tshun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menten ____Dikeluarkan di Sangatia
Pendidikan Nasional Nemor : $/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan o Ta BE 1_5 uni 2020
Standar Pelayanan minimal Penyelenggaraan Perscholah Bidang At LT
Pendidikan Dasar dan Menengah.
¢ Bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan
dengan surat keputusan Kepala Dhnas Pendidikan Kabupaten Kutai =
Timur, r
r OMA MALAU,SE., MM
. ; . - . _— ~{-Pembina TK 1/ IV-b
Mengingat 1. t:jnill,ndmg nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan NIP. 19651225 199603 2 002
2. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,
3. Undang-Undang nomor 47 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan
undang-undang nomor 7 tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten
“unuhan. Kabupaten Malinau, Kabupaen Kutai Barat, Kabupaten Kutai Tembusan :
Timur dan Kota Bontang. 1. Bupati Kutai Timur di Sangatta
4 Peraturan Pemenntah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, 2. Dewan Perwakilan Rakyat dacrah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
5 Peraturan Pemenntah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan 3. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
< ;“’“‘"’-"‘h;P G %5 nhas 0% = 4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samannda
WIKIENS ¥ SKIGEIRSE. WMINE L7 SWIOR, W TR0, IV NEDREN 5. Kepala BAWASDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
. :;m"“h dan Kewenangan Provinsi sebagai Dacrah Otonomi; 6. Kepala BAPEDDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
7 Permendiknas Nomor 060/U/72002 tentang Pendinan Sekolah; 7 Ketua BKPP Kabupaten Kutai Timur di Saneatta
8 Peraturan Pemenntah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang i :_ , ':lmf“ o i
Pengelolaan Penyclenggaraan Pendidikan, 8. Sekolah yang bersangkutan
9 Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendinan, Perubahan
dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Memperhatikan . Hasil pemilaan petugas Dinas Pendidikan tentang proposal yang

diajukanoleh pengelola Sekolah Swasta,

2. Hasl pemluan petugas Dinas Pendidikan tentang proposal yang
ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk meninjau dan membenkan
pemlaian tentang kelayakan Sekolah Dasar Swasta di Maksud
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